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MOTTO 
 

 

Jangan melakukan suatu hal dengan terburu-buru karna suatu hal yang dikerjakan terburu-buru 

hasilnya pun tidak akan baik. 

 

 

Berlakukan tombol ON/OFF dalam hidup, ada waktunya kau bekerja dan ada waktunya kau 

beristirahat. 

 

 

Uang bisa dicari, waktu tidak bisa di ulang 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilakukan pada kantor badan pengelolaan pendapatan daerah provinsi ntb, 

dengan Tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan aplikasi samsat delivery dalam 

meningkatkan pelayanan publik dan faktor-faktor penghambat pelayanan pembayaran pajak 

menggunakan aplikasi samsat delivery bagi masyarakat. Jenis penelian ini yaitu kualitatif 

deskripstif, Pemilihan informan penelitian ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling 

dengan 3 orang pegawai Bappend Ntb sebagai key informan, dan menjadikan masyarakat 

sebagai informan utama atau pengguna aplikasi samsat delivery sebanyak 3 orang. Sumber data 

dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, untuk metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu observasi, dokumuentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan validasi data penelitian ini 

menggunakan tringulasi sumber dan metode. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari enam indikator pelayanan publik  yang baik 

berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009, yaitu meliputi, kepentingan umum, 

keprofesionalan, keterbukaan, partisipatif, ketepatan waktu, dan kecepatan (kemudahan dan 

keterjangkauan), pada aplikasi samsat delivery. Hanya Terdapat 2 indikator yang belum efektif,  

yaitu indikator keterbukaan dan partisipatif. sehingga dapat disimpulkan, Analisis pelayanan 

aplikasi samsat delivery dalam meningatkan pelayanan publik di Bappend Ntb sudah dikatakan 

efektif. Meskipun masih ada hambatan dalam pelayanan seperti kurangnya sumber daya 

manusia, aplikasi yang belum optimal, dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat.  

 

 

Kata kunci : pelayanan publik, samsat delivery, BAPPENDA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pelayanan publik yaitu suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi atau 

pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 pasal 4,  

pelayanan publik diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

pelayanan yang seseuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

atas barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat karena baik buruknya pelayanan publik yang diberikan 

birokrat kepada masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu instansi pemerintah. 

Pelayanan publik dikatakan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan 

dalam hal pelayanan yang diberikan sehingga lebih cepat, hemat, murah, responsif dan 

produktif. Kepuasaan masyarakat merupakan salah satu hal, yang ingin dicapai oleh 

sebuah organisasi. Langkah awal yang harus dijalankan pemerintah agar pelayanan 

publik lebih optimal adalah mulai memperbaiki kualitas pelayanan, terutama di bidang-

bidang terkait dengan prioritas kebutuhan masyarakat seperti di kantor pelayanan pajak 

Bappenda Ntb. 

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang besifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan dari sektor perpajakan masih 
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merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan dalam mengatur dan menjalankan mekanisme penerimaan dan pengeluaran 

daerah. Penerimaan daerah tersebut tercemin pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PKB adalah 

pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) 

penerimaan dari PKB berpotensi besar meningkatkan PAD suatu daerah seiring dengan 

bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor. Setiap tahun pajak 

kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. 

Berdasarkan data Bappenda NTB, pada bulan januari 2020 perkembangan kendaraan 

baru sebanyak 2.155 unit. (bappenda provinsi ntb desember 2020) 

Dalam hal ini semakin meningkatnya pendapatan yang diterma oleh pemerintah 

daerah harus diimbangi pula dengan peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pihak 

yang terlibat dalam pembayaran pajak. Masyarakat membayar pajak tidak mendapatkan 

timbal balik, untuk itu pemerintah juga harus mengimbangi dengan memberikan 

pelayanan yang baik pada wajib pajak. Kepuasaan kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  Bappenda sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang 

memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat juga tidak luput dari berbagai 

permasalahan yang sering terjadi di Bappenda antara lain : 

Tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan kendaraan 

baik yang bersifat fisik maupun administrasi yang mudah dan cepat, dikarenakan 

mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dalam berlalu lintas. Wahyudi (dalam 

dwiyanto,2008:96) menjelaskan masih sering ditemui antrean panjang saat melakukan 
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pembayaran pajak di kantor pelayanan pajak, pengurusan STNK, dan SIM di Bappenda. 

Selain itu permasalahan waktu pelayanan kerja bappenda yang bersamaan dengan waktu 

kerja masyarakat. Seringkali masyarakat harus meninggalkan aktivitasnya atau meminta 

izin tidak masuk agar dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bila 

pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu maka masyarakat harus meluangkan waktu 

lebih banyak untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya.  

Hal tersebut membuat tak sedikit masyarakat yang menunggak pajak. pertama 

Jumlah potensi PKB Tahun 2020 di Provinsi Ntb sebesar 1,5 juta objek kendaraan. 

Namun yang aktif bayar pajak hanya 851.159 objek kendaraan atau sekitar 54,5%. 

Artinya ada sekitar 45,5% yang tidak aktif atau menunggak pajak, kedua wajib pajak 

yang menunggak antara 1-5 tahun sebanyak 502.427 objek kendaraan atau sebesar 

32.17%. ketiga, wajib pajak yang menunggak diatas lima tahun sebanyak 207.868 objek 

kendaraan atau 13,32%. Dari total semua yang menunggak pajak berjumlah 710,295 

objek kendaraan wajib pajak. Sehingga total potensi penunggakan PKB sebesar Rp. 466,4 

Milyar. (mataram antara news pada desember 2020) 

Dalam usaha memberikan pelayanan yang bekualitas diperlukan adanya 

perbaikan sistem dan prosedur layanan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada 

Bappenda Ntb dan Ditlantas Polda bekejasama meluncurkan sebuah aplikasi yang 

memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), secara online, 

tanpa perlu mengantri dan bisa dilakukan dimanapun.  

Aplikasi tersebut bernama Samsat Delivery, sebuah aplikasi berbasis android  

yang bisa di download melalui google play store  di semua smarthphone berbasis 

android. Keberadaan aplikasi samsat delivery diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 
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bagi  para wajib pajak untuk membayar PKB-nya secara cepat. Diresmikan oleh kepala 

kepolisisan daerah Nb Irjen Pol Achmat juri M. Hum serta disaksikan oleh pembina 

samsat yaitu direktur lalu lintas polda ntb AKBP Amin Litarso, Kepala cabang Jasa 

Raharja Ntb, dan Kepala Bappenda Ntb Ir H. Iswandi pada 23 desember 2018 di acara 

gebyar pajak di kuta mandalika. 

Aplikasi ini menyiapkan berbagai fitur yaitu cek pajak kendaraan bermotor 

(PKB), bayar PKB, antar Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), samsat terdekat, 

panduan layanan samsat dan informasi ke samsatan. (Diskominfotik prov ntb desember 

2020) 

Berikut capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat 

Delivery di Provinsi Ntb : 

Tabel 1.1  

Laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menggunakan aplikasi samsat 

delivery (S.D Oktober 2020) 
 

 

Sumber :Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Ntb 



 
    
 

5 
 

Bedasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa aplikasi samsat delivery  memiliki 

peran yang sangat signifikan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), 

dari 10 unit pelaksana terpadu badan dan unit pelayanan pajak daerah (UPTB-UPPD) 

yang ada di provinsi ntb penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) meningkat dari 

bulan januari sampai bulan juli, pada bulan agustus dan september terjadinya penurunan, 

namun untuk bulan oktober lebih tinggi daripada penerimaan pajak kendaraan bermotor 

pada bulan september. Capaian realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui 

aplikasi Samsat Delivery pada tahun 2020 mencapai Rp. 4.243.315.801 mengalami 

peningkatan dibanding pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 119.109.637.  

berikut pengguna layanan aplikasi Samsat Delivery di Provinsi Ntb : 

Tabel 1.2 Progres User Samsat Delivery sampai dengan Bulan Oktober 2020 

 

 

Sumber: badan pengelolaan pendapatan daerah provinsi ntb 
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Realisasi pengguna aplikasi samast delivery yang ada di UPTB-UPPD provinsi 

Ntb samsat delivery hingga bulan oktober tahun 2020 sudah memiliki user pengguna 

sebanyak 13.233, user yang melakukan cek PKB sebanyak 683,436, user yang 

melakukan delivery sebanyak 6.698 user (51%). Berdasarkan tabel diatas untuk potensi 

kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (Ranmor TMDU) tertinggi ada di 

kota mataram 202.010 pengguna, yang terendah ada di kabupaten sumbawa barat 24.648 

pengguna, sedangkan yang melakukan permintaan delivery tertinggi ada di kabupaten 

sumbawa yang terendah ada di kabupaten lombok barat dimana belum ada satupun 

pengguna  yang melakukan permintaan delivery, kemudian yang sudah terealisasi atau 

yang sudah berhasil melakukan delivery pembayaran pajak, paling banyak ada di 

kabupaten sumbawa dengan total 2.299 pengguna, untuk yang terendah ada di kabupaten 

lombok barat total 41 pengguna.  

Dari Penilain di google play store, banyak masyarakat pengguna aplikasi samsat 

delivery yang memberikan pendapat kurang memuaskan terhadap layanan aplikasi 

samsat delivery, seperti permasalahan no Kartu tanda penduduk (KTP) tidak bisa 

mengakses aplikasi samsat delivery, seperti pengguna Zaim Syarif yang mencoba 

mengakses aplikasi namun tetap tidak bisa, ada juga tanggapan lain seperti laman 

panduan penggunaan aplikasi yang masih kosong, tidak bisa mengecek  nomor Polisi 

kendaraan, kode verifikasi yang tidak terkirim, server yang terganggu. Serta tidak adanya 

tanggapan yang diberikan Admin aplikasi samsat delivery mengenai berbagai keluhan 

masyarakat di google play store. hal ini tentu menjadi permasalahan yang akan 

menyulitkan masyarakat untuk membayar pajak, untuk saat ini aplikasi samsat delivery 
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hanya mampu mendapat bintang 3,1 di google play store  (sumber aplikasi google play 

store desember tahun 2020) 

 Penelitan mengenai pembayaran pajak secara online sudah banyak dilakukan, 

seperti penelitian dari Mega Agustina mengenai analisis efektivitas sistem administrasi 

kendaraan pajak online (SAKPOLE) dalam upaya meningkatkan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di provinsi Jawa tengah, hasil penelitiannya bahwa aplikasi tersebut 

meningkatkan pendapatan daerah, pelayanannya cukup efektif bagi masyarakat 

membayar pajak, namun belum semua data wajib pajak dimasukan sehingga wajib pajak 

kesulitan untuk mengakses, aplikasi yang belum optimal serta perlunya melakukan 

sosialisasi  kepada masyarakat. 

 Lalu ada penelitian dari abimayu satria yoga, mengenai efektivitas layanan e-

samsat riau, dalam upaya peningkatan penerimaan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor, hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan e-samsat Proviinsi Riau 

belum cukup efektif, pada saat-saat yang tidak menentu dapat terjadinya gangguan pada 

faktor jaringan dan server aplikasi, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai aplikasi e-samsat.  

 Kemudian penelitian dari I gusti ayu mas rosita dewi, dkk. Mengenai efektivitas 

e-samsat pajak progresif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor, hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan e-samsat dari 

pajak progresif serta pada kualitas pelayanan publiknya sendiri dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT di badan pendapatan daerah provinsi 

bali di kota denpasar, namun masih terdapatnya kekurangan pada aplikasi, yang tentu 

menyulitkan masyarakat jika ingin melakukan pengesahan STNK dan pencetakan surat 



 
    
 

8 
 

keterangan pajak daerah (SKPD),  dimana masyarakat harus datang langsung ke kantor 

samsat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pelayanan Samsat Delivery Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik Di Bappenda Ntb” 

1.2 A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. bagaimana pelayanan samsat delivery dalam meningkatkan pelayanan publik? 

2. Apa saja Faktor penghambat pelayanan aplikasi samsat delivery? 

1.3 B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelayanan samsat delivery dalam meningkatkan pelayanan 

publik 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan aplikasi samsat delivery 

C.      Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, menambah 

pengetahuan serta wawasan mengenai gambaran proses pemungutan pajak 
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kendaraan bermotor, tingkat kepuasaan masyarakt, faktor penghambat, serta 

hasil pendapatan daerah setelah dan sebelum adanya aplikasi samsat delivery. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti terkait penerapan pelayanan publik yang 

dilakukan samsat bersama tiga instansi pemerintah, serta pengetahuan 

mengenai PAD. 

b. Bagi bappenda ntb  

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah pada Badan 

pengelolaan pendapatan daerah (bappenda) ntb. 

c. Bagi umum 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai 

prosedur dan mekanisme proses pemunguta pajak kendaraan bermotor. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Tahun Hasil penelitian Perbedaan 

Penelitian 

1. Mega Agustina 

 

Analisis efektivitas 

sistem administrasi 

kendaraan pajak 

online (SAKPOLE) 

dalam upaya 

meningkatkan 

pelayanan pajak 

kendaraan bermotor 

di provinsi Jawa 

tengah 

 

 

 

 

2019 Aplikasi tersebut 

meningkatkan 

pendapatan daerah, 

pelayanannya cukup 

efektif bagi masyarakat 

membayar pajak, namun 

belum semua data wajib 

pajak dimasukan 

sehingga wajib pajak 

kesulitan untuk 

mengakses, aplikasi 

yang belum optimal 

serta perlunya 

melakukan sosialisasi  

kepada masyarakat. 

 

 

Dalam jurnal ini 

meneliti 4 permasalahan 

sedangkan dalam 

penelitian ini hanya 

meneliti 2 permaslahan, 

serta dalam jurnal ini 

membahas efektivitas 

penggunaan aplikasi 

sakpole sedangkan 

dalam penelitian ini 

menganalisis pelayanan 

aplikasi samsat delivery 

dalam meningkatkan  

pelayanan publik 

 

2. Abimayu satria Efektivitas layanan e-

samsat riau dalam 

upaya peningkatan 

penerimaan 

pembayaran pajak 

kendaraan bermotor 

di provinsi riau (studi 

kasus UPT. 

Pengelolaan 

pendapatan simpang 

tiga Bapenda Prov. 

Riau 

2019 Sosialisasi mengenai e-

samsat kepada 

masyarakat belum 

maksimal dikarenakan 

belum ada petugas yang 

turun langsung ke 

masyarkat, pengadaan 

tenaga kerja yang belum 

dilakukan secara 

maksimal, faktor 

jaringan juga yang masih 

menjadi kendala, dan 

kerja sama yang 

dilakukan badan 

pendapatan daerah 

bersama bank kepri 

dalam proses 

pembayaran yang hanya 

dapat dilakukan  oleh 

Dalam jurnal ini fokus 

penelitian lebih ke 

efektivitas  

layanan e-samsat  .  ada 

2 variabel yang berbeda 

yaitu e-governance dan 

efektivitas.  Dalam 

jurnal ini juga ada teori 

yang membahas tentang 

kebijakan publik 

menurut pandangan 

islam, serta tehnik 

pengumpulan data 

dalam jurnal ini ada 3 

sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 4 tehnik 

pegumpulan data. 
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nasabah bank riau kepri 

menggunakan kartu dan 

mesin atm bank riau 

kepri. 

 

3. I gusti ayu mas 

rosita dewi, dkk. 

Efektivitas e-samsat, 

pajak progresif dan 

kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

kendaraan bermotor. 

 

2019 Penerapan e-samsat dari 

pajak progresif serta 

kualitas pelayanan dapat 

meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak kendaraan 

bermotor (PKB) di UPT 

badan pendapatan daerah 

provinsi bali di kota 

denpasar. Dengan 

meningkatnya kepatuhan 

wajib pajak maka 

pendapatan asli daerah 

juga akan meningkat. 

Namun masih ada 

kekurangan pada aplikasi 

yang masih menyulitkan 

masyarakat jika ingin 

melakukan pengesahan 

STNK dan pencetakan 

surat keterangan pajak 

daerah (SKPD) 

masyarakat harus datang 

lagi ke kantor samsat. 

 

Dalam jurnal ini 

membahas pajak 

progresif sedangkan 

dalam penelitian ini 

tidak membahas. Dalam 

jurnal ini menggunakan 

2 tehnik pengumpulan 

data sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 4 tehnik 

pengumpulan data. 

4. Humairoh 

ramadanty 

Pengaruh penerapan 

e-samsat dan sanksi 

perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak kendaraan 

bermotor 

2020 Penerapan e-samsat dan 

sanksi perpajakan 

berpengaruh pada 

kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor 

namun sosialisasi 

mengenai e-samsat 

masih harus ditingkatkan 

karena masih banyak 

wajib pajak yang belum 

mengerti dan mengetahui 

tentang e-samsat. 

 

Dalam jurnal ini 

membahas pengaruh 

dan sanksi perpajakan, 

sedangkan dalam 

penelitian ini membahas 

mengenai pelayanan  

aplikasi samsat delivery 

dalam meningkatkan 

pelayanan publik. 
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5. Grace carlyn 

mesino,dkk. 

 

Analisis penerimaan 

pajak kendaraan 

bermotor sebelum 

dan sesudah 

penerapan sistem 

pembayaran pajak 

online berbasis e-

samsat di provinsi 

sulawesi utara 

 

 

2020 Adanya peningkatan 

pajak kendaraan 

bermotor sesudah adanya 

e-samsat, namun masih 

kurangnya sosialisasi 

yang diberikan badan 

pendapatan daerah 

kepada masyarakat 

 

Dalam jurnal ini 

ditemukan satu variabel 

yang berbeda yaitu e-

samsat, serta jenis 

penelitian yang berbeda 

dalam jurnal ini 

menggunakan penelitian 

kooperatif 

(pembandingan sebuah 

kebijakan yang berlaku 

di dinas pendapatan 

daerah provinsi sulawesi 

utara. 

 

 

2.2. Landasan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.2.1. Pelayanan pubik 

 Berikut beberapa pengertian pelayanan publik menurut ahli : 

1. Menurut harbani pasolong (2007:128) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiataan yang 

menguntungkan 

2. Menurut Roth (1926:1) pelayanan publik didefinisikan sebagai pelayanan yang tersedia 

untuk masyrakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di 

restoran) 

3. Menurut lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik merupakan 

kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani kejujuran 

dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan 

menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan 

kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.  
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4. Secara teoritis, Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 pasal 4, pelayanan publik 

diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

pelayanan yang seseuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara atas barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Berikut ketentuan pelayanan publik yang baik 

menurut UU No. 25 tahun 2009 pasal 4, yaitu: 

a. Kepentingan umum 

  Adalah kepentingan seluruh masyrakat yang tidak boleh mendiksriminasikan 

siapapun, karena pada dasarnya setiap orang yang hidup mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dimata hukum.  

b. Kepastian hukum 

 Masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum tanpa melihat status 

sosial dalah hal utamnya dalam pelayanan dan keamanan. 

c. Kesamaan hak 

 Harus bersikap dan melayani dengan baik dan ramah dengan tidak adanya 

perlakuan yang berbeda 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

 Bapenda dalam memberikan pelayanan berkewajiban memberikan hak-hak mereka 

dengan baik. 

e. Keprofesionalan 

 Pegawai harus memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat  

f. Partisipatif 
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 Kumpulan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang 

dan jasa, atau pelayanan administrative 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

 Pemberian layanan dan peralakuan yang sama rata tanpa pandang buku kepada 

msayrakat 

h. Keterbukaan 

 Berkewajiban melakukan pelaksanaan kegiatan secara transparan sesuai dengan 

undang-undang 

i. Akuntabilitas 

 Pelaksanaan pelayanan, pengolahan pengadauan masyarakat, pengolahan 

informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyrakat, dan pelayanan 

konsultasi. Dalam memberikan pelayanan harus bisa dipertanggungjawabkan. 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

 Samsat delivery sudah berjalan dengan baik 

k. Ketepatan waktu 

 Dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 21  untuk 

memperlancar kegiatan sebelumnya harus memiliki standar pelayanan meliputi 

dasar hukum, persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur. 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

 Dalam memberikan pelayanan publik, pegawai harus memberikan pelayanan yang 

cepat, memberikan kemudahan dalam bayar pajak, serta, keterjangkauan mengenai 

biaya 
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Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian, pelayanan publik berarti pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

oleh penyelenggara negara.  

  Dalam Sinambela (2010:6) Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada 

umumnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasaan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 

1. Trasnsparan 

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 

2. Akuntabilitas  

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional 

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif 

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat 



 
    
 

16 
 

5. Kesamaan hak 

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, 

ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

  Menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara (Menpan) Nomor 63 

Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip dasar yang harus 

dipegang untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas adalah : 

1. Kesederhanaan 

 Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

2. Kejelasan 

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 

b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik  

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya 

3. Kepastian waktu  

 Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Akurasi  

 Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
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5. Keamanan 

 Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab 

 Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab 

atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

 Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika) 

8. Kemudahan akses 

 Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

 Pemberi pelayanan harus besikap sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan 

 Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, 

bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan seperti toilet, tempat ibadah dan lain-lain 

2.2.2. Pajak  

    Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
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pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Pajak dikelompokan menjadi dua yakni pajak 

negara dan pajak daerah. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi pasal I, pajak daerah adalah kontribusi wajab kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersiifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan utuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu contoh pajak 

daerah yang sangat berpotensi meningkatkan penerimaan daerah adalah PKB.  

  Definisi pajak yang dikemukakan para ahli. Untuk mengetahui arti pajak, Ilyas 

dan Burton (2013:6) dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang 

definisi pajak diantaranya adalah Soemitro yang mengemukakan pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahamidjaja, 

pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa, 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Suandy (2008:9) 

mendefinisikan  pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran 

umum. Menurut Bohari (2004:23-24) pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang 

melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang 
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dapat ditujukan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran 

pemerintah. 

A. Teori Pemungutan Pajak 

   Landasan filsofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “benefit 

approach” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental 

atas dasar filsofis, yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak 

sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dalam 

kekuatan pemaksa. Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang 

berlaku, yaitu: 

1. Official assesment system, adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah 

pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak, dihitung dan 

ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat 

pasif sedang fiskus bersifat aktif 

2. Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak 

harus menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan jumlah 

pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan 

penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. 

3. With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya 

pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga dimaksud disini antara 

lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah. 

B. Peranan Dan Fungsi Pajak 

1.     Peranan Pajak dalam Pembangunan 
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    Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional baik 

disektor public maupun disektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah 

dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, 

menyiapkan lapngan pekerjaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi 

masyarakat. 

 2.    Fungsi Pajak 

a. Fungsi penerimaan (Budgetair) : pajak merupakan suatu alat untuk 

memasukan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara yang pada 

waktunya nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – 

pengeluaran Negara. 

b. Fungsi mengatur (Regulasi) : pajak digunakan sebgai alat untuk mencapai 

tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

C. Syarat pemungutan pajak  

 Mardiasmo (2008:2), mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memnuhi syarat sebagai 

berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 

3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomi) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhan 
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D. Ciri – ciri pajak: 

1)   Pajak dipungut oleh Negara 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi 

individual dari pemerintah 

3)  Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

4)  Dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu pada seseorang. 

E. Kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor 

  Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 

gandangannya yang digunakan di semua jalan darat, dan digerakan oeleh peralatan 

tehnik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah sesuatu 

sumber daya energi tertentu, menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

besangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Pajak 

kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atau 

kepemilikan dan atau penguasan kendaraan bermotor. 

2.2.3. Aplikasi samsat delivery 

Merupakan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor online yang bisa 

dilakukan dimanapun sehingga memudahkan masyarakt untuk membayar pajak. 

Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2018 dibangun atas kerjasama Ditlsntsd Polda 

NTB dan Bappenda ntb. Aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa fitur utama, yaitu: 

1. Cek PKB, fitur ini digunakan untuk mengecek PKB. Setelah memasukan nomor 

polisi kendaraan bermotor, kita akan mendapatkan informasi pemilik kendaraan, 

dan informasi pajak kendaraan bermotor. 
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2. Bayar pajak, fitur ini digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. 

Tampilannya sama dengan fitur cek pkb, perbedaanya adalah pada bagian bawah 

dilengkapi dengan pilihan metode bayar dan tombol proses. Metode bayar dapat 

sesuai dengan yang ada dalam aplikasi, bahakan tersedia metode cash on 

delivery (COD). Pada fitur ini pembayar pajak tinggal memilih lokasi dimana 

akan diantarkan bukti pembayarannya. 

3. Antar SKPD, fitur ini menyediakan informasi petugas yang akan melayani 

pembayran pajak serta status penanganan pajak yang telah dipesan. 

A. Mekanisme pembayaran pajak menggunakan aplikasi samsat delivery 

1. Download aplikasi samsat delivery di google play store 

2. Registrasi menggunakan no KTP dan no HP 

3. Log in dgn pasword yang sudah terverifikasi 

4. Pilih menu bayar pajak 

5. Masukan nomor polisi kendaraan 

6. Pastikan identias kendaraan sesuai 

7. Pilih jenis pembayar cod atau atm 

8. Pilih Menu antar skpd 

9. Tentukan lokasi pengiriman 

10.   Petugas akan konfirmsi dan verifikasi permintaan delivery 

11.   Data benar. Petugas menerbitkan notis pajak dan siap diantarkan ke alamat 

tujuan 

12.  Lakukan pembayaran jika anda memilih cash on delivery (cod) 

13.  Petugas petugas melakukan pengesahan dan bukti pembayaran 
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14.  selesai 

2.3    Kerangka Berpikir 

Peneliti menggunakan istilah untuk menggambarkan secara tepat fenomena 

yang ditelitinya. Inilah yang disebut konsep, yakni istilah dan defenisi yang digunakan 

untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat 

menyederhanakan pemikirnnya dengan menggunakan istilah untuk beberapa kejadian 

yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. (singarimbun, 1995:32) 
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GAMBAR 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

latar belakang 

 

Pelayanan aplikasi samsat 

delivery dalam melayani 

masyarakat pada saat membayar 

pajak kendaraan bermotor. 

UU No 25 tahun 2009  pasal 4 tentang 

pelayanan publik dengan 6 indikator : 

1. Kepentingan umum 

2. Keprofesionalan 

3. partisipatif 

4. Keterbukaan 

5. Ketepatan waktu 

6. Kecepatan, kemudahan,  

dan keterjangkauan 

 

2. apa saja  faktor penghambat 

pelayanan pembayaran pkb 

menggunakan aplikasi samsat 

delivery? 

 

1. bagaimana pelayanan 
aplikasi samsat delivery dalam 

meningkatkan pelayana publik? 

 

Rumusan 

masalah 

1. Kepentingan umum (sudah efektif) 

2. Keprofesionalan       (sudah efektif) 

3. partisipatif                 (belum efektif) 

4. Keterbukaan             (belum efektif) 
5. Ketepatan waktu      (sudah efektif) 

6. Kecepatan, kemudahan,  

dan keterjangkauan     (sudah efektif) 

 

 

1. Kurangnya sumber 

daya manusia 
2.  aplikasi yang 

belum optimal 

3.  kurangnya 

sosialisasi 

Hasil Penelitian 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

  Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut poerwandi (2005) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya 

deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, 

dan lain-lain. Pendekatan kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. (Moleong, 2016) 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian ini adapun penelitian saya pada kantor badan pengelolaan 

keuangan daerah (BAPPENDA) provinsi NTB, adapun waktu penelitian ini berlangsung 

dari bulan desember sampai bulan febuari 2021 

 

3.3. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini artinya untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi 

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 

2016). Pembatasan dalam peneliatian kualitatif ini difokuskan kepada tingkat kepentingan 

dari masalah yang dihadapi, yaitu : (1) untuk mengetahui pelayanan aplikasi samsat 

delivery dalam meningkatkan pelayanan publik; (2) mengetahui faktor penghambat 

pelayanan aplikasi samsat delivery, pada penelitian “Analisis Pelayanan Aplikasi Samsat 
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Delivery dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bappenda Ntb” objek utamanya yaitu 

pelayanan aplikasi samsat delivery bagi masyarakat. 

3.4. Pemilihan informasi/narasumber 

 Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau 

masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, tepat dan terpecaya. 

Menurut Hendarsoono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian meliputi tiga 

macam yaitu : 

a. Informan kunci (key informan) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau narasumber Yang mengetahui 

secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang 

diteliti. 

c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walau tidak 

langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

 Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program samsat delivery di 

provinsi Ntb, penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini menggunakan 

tehnik purposive sampling, yaitu tehnik penarikan sampel yang digunakan dengan cara 

sengaja menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-

karakteristik populasi, sedangkan narasumber utama dalam penelitian ini yaitu mereka 

yang terlibat langsung dengan interaksi sosial yang diteliti. Tehnik penentuan informan 

utama dalam penelitian ini adalah dengan accidental sampling, yaitu penetapannya 

secara spontan tanpa pertimbangan sebelumnya.  
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3.5. Sumber Data dan Jenis Data 

a. Data primer 

data mengenai pendapat responden terhadap kualitas pelayanan samsat  delivery, 

seperti hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi 

mengenai pelaksanaan layanan samsat delivery di provinsi ntb 

b. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain dalam 

bentuk dokumentasi yang berasal dari kantor badan pengelolaan pendapatan daerah 

provinsi NTB dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.6.  Instrumen Penelitian 

 Instrumen adalah alat bantu fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilinya lebih baik, sehingga mudah diolah 

(Arikunto, 2006). Berikut beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini : 

a. Peneliti 

Peneliti sendiri merupakan salah satu instrumen yang menentukan keberhasilan dari 

penelitian tersebut, sebagai ahli riset setiap individu, serta adanya penelitianlah ilmu 

pengetahuan bisa berkembang. 

b. Alat perekam  

Alat ini terdiri dari kamera video, atau perekam suara. Sebagai instrumen penelitian alat 

rekam mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Misalnya, ketika wawancara, 

peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih detail melalui transkip apabila 

wawancara direkam. 
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c. Alat tulis 

Berupa pulpen dan buku untuk mencatat sesuatu yang berkaitan dengan jalannya 

penelitian. 

d. Pedoman observasi 

Yaitu dipergunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data melalui hasil pengamatan 

terhadap sesuatu yang diteliti. 

e. Pedoman dokumentasi 

Dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berupa foto dan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. 

f. Pedoman wawancara 

Digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dan dapat dijadikan 

pedoman umum wawancara yang memuat isu-isu yang berkaitan dengan tema 

penelitian tanpa menentukan urutan pertanyaannya, karena disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi saat melakukan wawancara.  

3.7. Tehnik pengumpulan data 

a. Metode observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung pada objek penelitian  

b. Metode wawancara ialah tanya jawab dua orang atau lebih secara langsung untuk 

mendapatkan data dari tangan pertama (primer). Pelengkap tehnik pengumpulan 

lainnya (Usman dan Akbar, 2008:55) 

c. Metode dokumentasi yaitu melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibuat 
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3.8. Tehnik analisa data 

   Menurut Bogdan dalam Moleong (2016), analisis data yaitu upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada 

orang lain. Secara persial prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data dari Miles dan Huberman (2009) yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1.   Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan  yang 

compatible  terhadap penelitian kemudian obsevasi langsung ke lapangan untuk 

menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapat sumber data yang 

diharapkan. 

2.  Reduksi Data yaitu proses pemiliahan proses pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

dilapangan selama penelitian tujuan diadakan transkip data (transformasi data) 

untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan masalah yang terjadi pusat 

penelitian lapangan. 

3.    Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk 

teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap 

informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table memudahkan bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian. 
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4.    Menarik kesimpulan (verifikasi) yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, 

kofigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Verifikasi dalam data 

penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, 

peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang 

dikumpulkan. 

3.9. Uji validitas data 

Moeleong (2016) membagi kriteria keabsahan data menjadi empat macam yaitu: 

Kreadibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (transferability), keberantungan 

(dependability), kepastian (konfermability). Dalam penelitian kualitatif ini memakai 

kriteria pengecekakan atau uji validasi data melalui kereablis (kepercayaan) kreabiltas 

data yang dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai 

dengan sebenarnya Teknik yang digunakan untuk mencapai kreabilitas dalam penelitian 

adalah triangulasi. 

Triangulasi (dalam Moleong 2016)  merupakan Teknik uji validasi data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data tersebut untu pengecekkan atau pembanding 

terhadap data yang dikumpulkan. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Teknik uji validasi data dengan sumber 

dapat didapat dengan cara sebagai berikut: 

a. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan saring seperti rakyat biasa, orang yag berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada dan pemerintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

    Sedangkan trangulasi dengan metode seperti dijelaskan patton (dalam 

moleong,2016) terdapat dua triangulasi metode yaitu pengecekkan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian melalui beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dan pengecekkan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 
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